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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 111 TAHUN 2019

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PONOROGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Ponorogo yang baik, efisien, efektif,
transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif,
akuntabel dan dapat menjalankan praktik bisnis yang sehat
memerlukan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasanya;

bahwa untuk melaksanakan Pasal 93 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah, perlu menyusun pedoman mengenai tata cara
pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan
komprehensif sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga
dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang
terkait dengan pengadaan barang/jasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebutl pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Ponorogo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati [I Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122
Tahun 2015 tentang Sistem Pengembangan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007

tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas atau dan Anggota Direksi Badan Usaha

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 700);

Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8

Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan
Daerah Air Minum;
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Ponorogo
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II

Ponorogo;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN

BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
&

10.
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Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.

Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya

disingkat PDAM Kabupaten Ponorogo adalah Badan Usaha milik Pemerintah
Daerah.

Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan pada PDAM yang selanjutnya disebut KPM adalah
organ PDAM yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PDAM dan

memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau
Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan PDAM Kabupaten Ponorogo.

Direksi adalah organ PDAM yang bertanggungjawab atas pengurusan PDAM
untuk kepentingan dan tujuan PDAM serta mewakili PDAM baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran PDAM.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PDAM.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/

atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran
di PDAM.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi yang ditunjuk oleh PA yang

bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan/atau E-Purchasing.
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Bagian Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat BLP adalah unit
organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan
barang/jasa yang bersifat permanen.

Kelompok Kerja Pemilihan BLP yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan

BLP adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan BLP
untuk mengelola pemilihan penyedia.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah

tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah
pejabat administrasi yang ditunjuk oleh PA yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tim Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan
swakelola.

Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku
usaha yang menvediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang

meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir (brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem

tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan
suatu pekerjaan.

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa vang dikerjakan sendiri
oleh PDAM.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah

perjanjian tertulis antara PA dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana
swakelola.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan
dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

E-purchasing adalah tata cara pembelianbarang/jasa melalui sistem katalog
elektronik LKPP.

Katalog elektronik LKPP atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik
yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari
berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan
harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PA.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP
adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan
oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
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Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan

barang/jasa pada PDAM Kabupaten Ponorogo yang menggunakan anggaran
belanja dari PDAM.

Pasal 3

(1) Pedoman pengadaan barang/jasa ini dimaksudkan untuk memberikan
pedoman kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada PDAM Kabupaten

Ponorogo dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan PDAM yang
baik.

(2) Pedoman pengadaan barang/jasa ini bertujuan menjamin kepastian
prosedur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada PDAM Kabupaten

Ponorogo dalam rangka meningkatkan dan/atau menjaga kontinuitas mutu
pelayanan.

BAB II
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa pada PDAM Kabupaten Ponorogo wajib menerapkan
prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak
diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 5

Para pelaku pengadaan barang/jasa pada PDAM Kabupaten Ponorogo wajib
mematuhi etika pengadaan sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk

mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan
pengadaan barang/jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang

menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan
pengadaan barang/jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat terjadi persaingan usaha tidak sehat;

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan
sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak
yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat terjadi
persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;

. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan
negara/daerah/perusahaan;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau

kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa.
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BAB 1II
PELLAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pelaku pengadaan barang/jasa pada PDAM Kabupaten Ponorogo terdiri dari :
a. PA;

b. KPA;

¢ PRI

d. Pejabat Pengadaan;

e. PjRPHR/BRHP;

f.  Tim Penyelenggara Swakelola; dan
g. Penyedia.

Bagian Kedua
Pengguna Anggaran

Pasal 7

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah Direktur PDAM
Kabupaten Ponorogo.

(2) PA memiliki tugas dan kewenangan :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja;

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja
yang telah ditetapkan;

c. menetapkan perencanaan pengadaan;

d. menetapkan dan mengumumkan RUP;

e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;

f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
g. menetapkan Pejabat Pengadaan;

h. menetapkan PjPHP/PPHP;

—F

menetapkan tim penyelenggara swakelola;

j. menetapkan tim teknis;

k. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan sayembara/kontes;

l. menyatakan tender gagal/seleksi gagal,;
m. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:

1. tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu

anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
Rupiah);

2. seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa

konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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Bagian Ketiga
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 8

KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang
menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja; dan/atau

b. mengadakean perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja
yang telah ditetapkan.

KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat
merangkap sebagai PPK.

Bagian Keempat
PPK

Pasal 9

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf ¢ memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan,

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
menetapkan rancangan kontrak;

e
d. menetapkan HPS;
e

menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia;

L)

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

menetapkan tim pendukung;

5 @

menetapkan tim atau tenaga ahli;

fore

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,;
k. mengendalikan kontrak;
1. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA
dengan berita acara penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan; dan

0. menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK
melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
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a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kelima
Pejabat Pengadaan

Pasal 10

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah
personil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA.

Pejabat Pengadaan memiliki tugas :
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk
pengadaan Jasa  Konsultansi yang Dbernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan E-purchasing  yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tim
pendukung, dan/atau tim/tenaga ahli.

Kepala Bidang/Kepala Bagian atau personil yang ditunjuk dan ditetapkan
sebagai Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar,

Sertifikat Kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa, dan/atau sudah
mengikuti diklat tetapi belum lulus.

Bagian Keenam
PjPHP/PPHP

Pasal 11

PjPHP/PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah
personil/tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA.

PjPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi,/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

PPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengacdaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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Bagian Ketujuh
Tim Penyelenggara Swakelola

Pasal 12

Tim penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f
adalah kelompok personil yang ditunjuk den ditetapkan oleh PA
berdasarkan usulan KPA untuk melaksanakan pekerjaan secara swakelola.

Pemilihan anggota tim penyelenggara swakelola harus mempertimbangkan

kemampuan, tugas, fungsi, dan kewenangan yang diemban sesuai bidang
tugasnya.

Susunan organisasi, nomenklatur jabatan dalam tim, dan jumlah anggota
tim penyelenggara swakelola dapat disesuaikan dengan volume,
kompleksitas, dan durasi pelaksanaan kegiatan swakelola.

Tim penyelenggara swakelola memiliki tugas menyusun persiapan,

melakukan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan swakelola baik fisik
maupun administrasi swakelola.

Tim penyelenggara swakelola dapat dibantu oleh tenaga
ahli/instruktur/narasumber yang jumlahnya tidak melebihi 50% (lima
puluh persen) dari jurnlah tim penyelenggara swakelola.

Bagian Kedelapan
Penyedia

Pasal 13

Penyedia ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g wajib memenuhi

kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
a. pelaksanaan kontrak;

b. kualitas barang/jasa;

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

d. ketepatan waktu penyerahan; dan

e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan

Pasal 14

Perencanaan pengadaan oleh PA meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan
barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.

Perencanasn pengacaan yang dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan bersamaan dengan proses
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA
Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS).
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Perencanaan pengadaan terdiri atas:

a. perencanaan pengadaan melalui swakelola; dan/ atau

b. perencanaan pengadaan melalui penyedia.

Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi:

a. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuar: Kerja (KAK); dan
b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi:

penyusunan spesifikasi teknis/KAK;

penyusunan perkiraan biaya/RAB;

pemaketan pengadaan barang/jasa;

konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan

> o0 T P

penyusunan biaya pendukung.

Hasil pererncanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dimuat dalam RUP.

Bagian Kedua
Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja

Pasal 15

Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:
a. menggunakan produk dalam negeri;

b. menggunakan produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI);
dan

c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan
merek terhadap:

a. komponen barang/jasa;

b. suku cadang;

c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;

d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
e. barang/jasa pada tender cepat.

Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan oroduk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia
dan tercukupi.
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BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan Barang,Jasa Melalui Swakelola

Pasal 16

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi penetapan
sasaran, tim renyelenggara swakelola, rencana kegiatan,
jadwal pelaksanaan, dan perkiraan biaya/RAB.

Penetapan sasaran pekerjaan dan tim penyelenggara swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.

Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan perkiraan biaya/RAB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dengan

memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan
dengan kontrak tersendiri.

Hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/sub kegiatan/
output.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 17

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:

a.
b.

C.

menetapkan HPS;
menetapkan rancangan kontrak;
menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau

menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

Pasal 18

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat
dipertanggungiawabkan.

HPS telah memperhitungkan Keuntungan dan biaya tidak langsung
(overhead cost).

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).

HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran
harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam
pengadaan bararng/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya; dan

c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi

penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari
nilai HFS.




(1)

(2)

(3)

(5)

(6)
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HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.

Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai

sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuiuh juta rupiah), E-purchasing, dan
tender pekerjaan terintegrasi.

Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum
batas akhir untuk:

a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau

b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Pasal 19
Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri
atas:
a. Lumsum;
b. Harga Satuan;
c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
d. Terima Jadi (Turnkey); dan
e. Kontrak Payung.
Jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Waktu Penugasan; dan
c. Kontrak Payung.

Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan

jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia;

b. berorientasi kkepada keluaran; dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan
sesuai dengan kontrak.

Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan
dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu yang telah ditctapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. volume atau kuanrtitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat
kontrak ditandatangani;

b. pembavaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi
volume pekerjaan; dari

c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam
1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian

seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai
berikut:
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a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai
dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan
dalam Kontrak.

Kontrak Pavung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan
ayat {2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu
tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau
walitu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang
ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah

mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau
lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk

jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama
3 (tiga) Tahun Anggaran.

Pasal 20

Bentuk kontrak dengan penyedia barang/jasa terdiri atas :
a. bukti pembelian/pembayaran;

b. kuitansi;

c. Surat Perintah Kerja;

d. Surat Perjanjian; dan

e. Surat Pesanan.

Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai paling
banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk
pengadaan  barang/jasa lainnya yang Dbernilai paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupian), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan
untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas
Rpi100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan

untuk pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui
toko daring.
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Pasal 21

Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usahé
kecil;

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha
non-kecil dan penyedia jasa konsultansi; atau

c. paling ringgi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak
Tahun Jamak.

Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat
dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 22

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. Jaminan Penawaran;

b. Jaminan Sanggah Banding;

c. Jaminan Pelaksanaan;

d. Jaminan Uang Muka; dan

e. Jaminan Pemeliharaan.

Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi
atau surety bond.
Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayaz (2) bersifat:

a. tidak bersyarat;

b. mudah dicairkan; dan

c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan
BLP/PPK/Pihak vang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan BLP/PPK
diterima.

Pengadaan jasa konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan

Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 23

Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a
hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.

Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan untuk
nilai total HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang

besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total
FIBS.

Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Penawaran besarnya
antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.
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Pasal 24

Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf b hanya untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.

Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS.

Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding
besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Pasal 25

Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud calam Pasal 22 ayat (1)
huruf ¢ diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah).

Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan, dalam hal:

a. pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah dikuasai oleh
pengguna,; atau

b. pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing.

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen)
sampal dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan
Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen)

dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
total HPS.

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah
sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai
dengan 100% (seratus persen) dari nilai Fagu Anggaran, Jaminan
Pelalksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nila: kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai

Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari
nilai Pagu Anggaran.

Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan
Konstruksi.

Pasal 26

Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf d diserahkan penyedia kepada PPK senilai uang muka.

Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap

dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima.
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Pasal 27

Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf e diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang
membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang
retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over).

Jaminan Perneliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan
14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai
kontrak.

Pasal 28

Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga
jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

Pasal 29

Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamek dengan jenis Kontrak
Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai
dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam
Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan

b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan
jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen
Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.

Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa
pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

a. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan
mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejalt pelaksanaan pekerjaan;

b. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata
pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung

(overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum
dalam penawaran;

c. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;

d. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari

luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal
barang tersebut;

e. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya
adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13
(tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan

f. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat

disebakbkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara
jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
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Bagian Ketiga
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 30

Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas :

a.
b.
.
d.

€.

E-purchasing;
Pengadaan Langsung,;
Penunjukan Langsung;
Tender Cepat; dan

Tender.

Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri atas :

a.
b.

C.

Pengadaan Langsung;
Penunjukan Langsung; dan

Seleksi.

Pasal 31

E-purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a wajib

dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah
tercantum dalam katalog elektronik LKPP.

Kewajiban E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
dalam hal:

a.
b.

barang/jasa belum tercantum dalam katalog elektronik LKPP;

spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum di dalam katalog
elektronik LKPP tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan
oleh PDAM Kabupaten Poriorogo;

penyedia tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap
barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;

penyedia tidak mampu menyediakan barang/jasa, baik sebagian
maupun keseluruhan, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam

rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan
ketersediaan barang/jasa;

penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena
keterbatasan jangkauan layanan Penyedia;

penyedia tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka

waktu yang telah ditetapkan setelah PPK menyetujui pesanan
barang/jasa;

penyedia dikenakan sanksi pelaksanaan Kontrak Katalog oleh LKPP;
atau

harga barang/jasa yang tercantum pada katalog elektronik LKPP dalam
online shop dan hasil negosiasi harga barang/jasa dimaksud pada
periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis,dan
persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang
diadakan selain melalui mekanisme E-purchasing.

Ketentuan pada ayat (2) huruf ¢ sampai dengan huruf h berlaku jika tidak
ada satupun penyedia yang terdaftar didalam katalog elektronik LKPP yang
dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa tersebut.
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E-purcahsing dilaksanakan oleh PPK dan/atau Pejabat Pengadaan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a.

b.

E-purcrhasing yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan; dan

E-purchasing yang bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dilaksanakan oleh PPK.

Pasal 32

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

(1)

(2)

(3)

Pasal 33

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
huruf ¢ dan ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau
Pokja Pemilihan BLP dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau untuk

jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai
diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau untuk jasa

konsultansi yang bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan BLP.

Periunjukan Langsung dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi kriteria keadaan tertentu sebagai
berikut :

a.

pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem
konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas resiko kegagalan
bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat
direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan
oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya
dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi
pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan
tender ulang mengalami kegagalan.

Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk perigadaan jasa konsultansi
yang memenuhi kriteria keadaan tertentu sebagai »erikut :

a.

b.

C.

jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha
yang mampu;

jasa konsultansi yang hanya dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta
yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak
cipta;

jasa kensultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi

atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk
menghadapi gugutan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu,
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yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera
dan tidak dapat ditunda; atau

d. permintaan berulang (repeat order) untuk penyedia jasa konsultansi
yang sama.

Pasal 34

Tender cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d
dilaksanakan oleh Pokja Pernillhan BLP untuk pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya dalam hal :

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci;
dan

b. pelaku usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
LKPP.

Pasal 35

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilaksanakan
oleh Pokja Pemilihan BLP untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya dalam hal tidak dapat dilaksanakaan dengan menggunakan metode
E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, atau Tender Cepat.

Pasal 36

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilaksanakan
oleh Pokja Pemilihan BLF untuk pengadaan jasa konsultansi dalam hal tidak

dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode Pengadaan Langsung atau
Penunjukan Langsung.

Pasal 37

Bentuk dan isi dokumen pemilihan, metode penyampaian penawaran, metode
evaluasi penawaran dan penyusunan jadwal pemilihan dalam pengadaan
barang/jasa pada PDAM Kabupaten Ponorogo dilaksanakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola

Pasal 38

(1) Pelaksanaar: pekerjaan swakelola pada PDAM Kabupaten Ponorogo oleh tim
penyelenggara swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tim dapat mengusulkan menggunakan pegawai Perangkat Daerah lain
dan/atau tenaga ahli/instruktur/narasumber kepada PA/KPA;

b. penggunaan tenaga ahli/instruktur/narasumber tidak boleh melebihi
50% (lima puluh persen) dari jumlah tim penyelenggara swakelola; dan
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(2) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan swakelola membutuhkan pengadaan

barang/jasa melalui penyedia, dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Peraturan ini.

Pasal 39

Tujuan swakelola meliputi :

a. memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku
usaha;

b. memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha
karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau,;

c. memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan
sumber daya yang dimiliki PDAM Kabupaten Ponorogo dan/atau
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain;

d. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di PDAM
Kabupaten Ponorogo dan/atau Perangkat Daerah lain;

e. meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui
swakelola; dan/atau

o memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu
disediakan oleh PDAM Kabupaten Ponorogo

Pasal 40

Barang/jasa yang dapat dilaksanakan secara swakelola meliputi :

a. barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, dan/atau sifatnya tidak
diminati oleh pelaku usaha;

b. jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau
pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;

c. penyelenggaraan sayembara atau kontes;

barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam
negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya;

e. jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan
publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata
kelola, atau standar mutu tertentu;

f. barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat
disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha;

g. barang/jasa vang dihasilkan oleh Ormas, Kelompok Masyarakat, atau

masyarakat;

h. barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi
masyarakat;

it barang/jasa yang bersifat rahasia dar, mampu dilaksanakan sendiri oleh

PDAM Kabupaten Ponorogo

Pasal 41
(1) Tim penyelenggara swakelola melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola
dan penggunaan keuangan kepada PPX secara berkala.

(2) Tim penyelenggara swakelola menyerahkan hasil pekerjaan swakelola
kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.




(3)

(1)

(3)
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Pelaksanaarn swakelola diawasi bersama oleh PPK dan PjPHP/PPHP.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 42
Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi oleh Pokja Pemilihan BLP
meliputi:

a. Pelaksanaan Kualifikasi;

b. Pengumuman dan/atau Undangan;
c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
d. Pemberian Penjelasan;

Penyampaian Dokumen Penawaran;
Evaluasi Dokumen Penawaran;

Penetapan dan Pengumuman Pemenang;

>R 0

Sanggah; dan

ure

Sanggah Banding Khusus untuk pemilihan pekerjaan konstruksi, atau
klarifikasi dan negoisasi penawaran teknis dan biaya setelah masa
sanggah selesai khusus untuk pemilihan jasa konsultansi.

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat oleh Pokja Pemilihan BLP
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
b. peserta hanya memasukkan penawaran harga;

c. evaluasi penawaren harga dilakukan melalui aplikasi; dan

d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

Pelaksanaan E-purchasing oleh Pejabat Pengadaan atau PPK wajib dilakukan
untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional

dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau
kepala daerah.

Pelaksanaan Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja
Pemilihan BLP dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang
dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

Pelaksanaan Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja
Pemilihan BLP dilakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan

Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau
kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi
teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang
menggunakan Surat Perintah Kerja.

Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.

Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal
tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah persetujuan RKA Perangkat
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan
setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.




)

(10)
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Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara
berulang (E-reverse Auction).

Penetapan tender/seleksi gagal dan tindaklanjut tender/seleksi gagal
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 43

Pelaksanaan kontrak oleh PA/KPA/PPK terdiri atas:

a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
penandatanganan kontrak;

e

pemberian uang muka;
pembayaran prestasi pekerjaan;
perubahan kontrak;
penyesuaian harga;

penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;

S ®m ™0 o0

pemutusan kontrak;

—

serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau

J. penanganan keadaan kahar.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak
dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak
cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya

batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai
APBN/APBD.

Pasal 44

Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi
angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda (apabila ada).

Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen)
digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau

Jaminan Pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa
pemeliharaan.

Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada
sub kontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti
pembayaran kepada sub kontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembayaran bulanan,;

b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan / termin;
atau

c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk pengadaan
barang/jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu
sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan
atas pembayaran yang akan dilakukan.




(6)

(1)

(1)
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Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum
terpasang vang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi
pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang
ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia dapat
melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan = penambahan nilai  kontrak, perubahan  kontrak
dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak

melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak
awal.

Pasal 46

Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.

Dalam hal pelaksana dan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan
perubahan kontrak.

Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan
kahar dapat melewati Tahun Anggaran.

Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Pasal 47

Dalarn hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa
pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu

menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang
didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi

denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan Jaminan
Pelaksanaan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya adalah 50 (lima
puluh) hari kalender dan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Dalam hal pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) melampaui Tahun Anggaran, maka pembebanan

pembiayaan untuk bagian pekerjaan yang belum terselesaikan dianggarkan
pada Tahun Anggaran berikutnya.




(2)

(1)

4.
Pasal 48

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan
yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

PPK menverahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kepada PA/KPA.

PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif
terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksaan.

BAB VII
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 49

PDAM Kabupaten Ponorogo dilarang melakukan pungutan dalam bentuk
apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pemimpin PDAM Kabupaten Ponorogo wajib melaporkan realisasi pengadaan
barang/jasa secara berkala setiap bulan kepada Bupati Ponorogo melalui
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 50

Pemimpin PDAM Kabupaten Ponorogo melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan menugaskan Satuan Pengawas

Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara
lain dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi,
pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pedoman Teknis Operasional Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh
Direktur PDAM Kabupaten Ponorogo.




_25.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Direktur PDAM
Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standar Operasional
Prosedur Pengadaan Barang/Jasa PDAM Kabupaten Ponorogo dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI PONOROGO,
iy
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 7 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
g
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 111.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.

NIP?&@Y/ 199303 1 008
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